PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH /MADRASAH BERASRAMA
DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

sekolah/madrasah berasrama, perlu mengatur standar
penyelenggaran sekolah/madrasah berasrama (boarding
school ) di Kota Langsa;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Aceh sesuai Qanun
Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
berfungsi mengembangkan seluruh potensi peserta didik
dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri,
berperadaban dan bermartabat menurut ajaran Agama;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota  Langsa tentang  Standar Penyelenggaraan
Sekolah/Madrasah Berasrama Di Kota Langsa;

. Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pembinaan

[R—

. Mengingat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa

Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41 10);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201. 4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51095)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang
Pendidikan;

8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan

‘ Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Aceh Nomor 77);

9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2017 tentang
Standar Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Berasrama Di
Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 67);

10.Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Kota Langsa Nomor 6 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  LANGSA TENTANG STANDAR

PENYELENGGARAAN SEKOLAH /MADRASAH BERASRAMA DI
KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Langsa.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

Walikota adalah Walikota Langsa.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
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diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara. _

7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
komponen sistem pendidikan pada satuan atgu. program
pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional, agama dan adat istiadat.

8. Standar Pendidikan Aceh adalah kriteria minimal berdasarkan
standar nasional pendidikan ditambah kekhususan dan
keistimewaan Aceh.

9. Pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasarkan pada
dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam.

10.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

11.Pengasuh adalah tenaga pengasuhan yang memiliki
kemampuan dalam membimbing dan memberikan pelayanan
pengasuhan untuk menggantikan peran orang tua.

12.Tenaga kepengasuhan adalah anggota masyarakat yang

‘ mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pengasuhan di asrama.

13.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

14.Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberi
pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan
keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran
agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui
mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan.

15. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan
péranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang
ajaran agama dan /atau menjadi ahli ilmu agama dan

. mengamalkan ajaran agamanya.

16.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta
didik.

18.Evaluasi  Pendidikan adalah  kegiatan pengendalian,
penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan
jenis  pendidikan sebagai  bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan.

19.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

20.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non

pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam
bidang pendidikan.

21.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh
guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

22.Sekolah/Madrasah Berasrama (boarding school) adalah sistem

Sekolah 1{?
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Sekolah/Madrasah dengan asrama dimana dalam kurun
waktu tertentu peserta didik, para guru dan pengelola sekolah
tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah.

23.Pengelola sekolah/madrasah adalah pendidik dan tenaga
kependidikan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan
pengelolaan sekolah/madrasah.

24.Pengelola asrama adalah pengasuh dan tenaga kepengasuhan
yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan
asrama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar  Penyelenggaran Sekolah /Madrasah  Berasrama
(boarding  school) dimaksudkan sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan
pendidikan dengan sistem Sekolah /Madrasah berasrama dalam

‘ rangka mewujudkan pendidikan daerah yang bermutu dan
Islami.

Pasal 3

Standar Penyelenggaran Sekolah/Madrasah Berasrama
bertujuan menjamin kualitas sekolah /madrasah berasrama
dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat daerah
dan membentuk generasi yang berkarakter Islami.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
a. proses pengasuhan;

‘ b. pengasuh dan tenaga kepengasuhan;
C. sarana dan prasarana;

- pengelolaan Asrama;

€. pembiayaan; dan

f. penilaian.

o,

BAB IV
STANDAR PROSES PENGASUHAN

Pasal 5

(1) Proses pengasuhan di Sekolah /Madrasah Berasrama
(boarding school) berlandaskan kepada konsep pendidikan
Islami dan Budaya Aceh.

(2) Proses pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berasrama
(boarding school) diselenggarakan secara baik, bermutu,
demokratis dan manusiawi.

(3) Proses pengasuhan di Sekolah/Madrasah Berasrama
(boarding school) mengutamakan prinsip nilai Islami yang

bercirikan ...
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bercirikan akhlaqul karimah, keteladanan dan menghindari
berbagai bentuk kekerasan.

Pasal 6

Konsep pendidikan Islami dan budaya Aceh se‘pagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) meliputi pengajaran dan
pemantapan aqidah serta penerapan syariat Islam dan budaya
Aceh yang bernuansa Islami.

Pasal 7

Prinsip nilai Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (3)

harus menuntun perilaku kepengasuhan sebagai berikut:

a. menghormati orang tua, guru dan orang yang lebih tua;

b. saling menyayangi dan mengasihi kepada yang lebih kecil;

c. bersungguh-sungguh (mujahadah);

d. konsisten (Istigamah);

e. sikap dan pola hidup sederhana (igtishad) atau tidak berlebih-
lebihan;
melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang
sia-sia;

- rendah hati (tawadhuk);

-mementingkan dan memuliakan orang lain (ikram)
memberi pelayanan yang baik (khidmad);
adil dan menjauhi sikap dzalim;

- memberi kesempatan berdialog dengan peserta didik; dan
membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

]
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Pasal 8

(1) Untuk menjamin terlaksananya proses  pengasuhan
berdasarkan konsep dan prinsip yang Islami sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, pengelola asrama wajib menyusun
jadwal pengasuhan yang terintegrasi dengan jadwal
pembelajaran dan aktifitas rutin 24 (dua puluh empat) jam di
lingkungan sekolah berasrama.

(2) Jadwal pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,

BAB V
STANDAR PENGASUH DAN TENAGA KEPENGASUHAN
Bagian Kesatu
Standar Pengasuh

Pasal 9

(1) Pengasuh harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah
diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) bidang pendidikan
dengan jurusan yang relevan.

(2) Pengasuh yang tidak memiliki ijjazah dan/atau sertifikat
keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi memiliki
keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat
menjadi pengasuh setelah melewati  uji kelayakan dan
kesetaraan.

(3) Uji &







(3)

(4)

(5)

(6)

Uji kelayakan dan kesetaraan sebagaimana dimakspd pada
ayat (2) bagi sekolah/madrasah di bawah yayasan dilakukan
oleh pengurus yayasan.

Uji kelayakan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud p_ad.a
ayat (2) bagi sekolah/madrasah negeri dilakukan oleh .d‘lnas
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
atau kementerian agama.

Selain kualifikasi akademik sebagaimana dimkasud pada ayat
(1) dan ayat (2), pengasuh juga harus memiliki kompetensi
pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

Jumlah pengasuh sesuai dengan ratio jumlah anak paling
banyak 1 (satu) banding 25 (dua puluh lima).

Uji kelayakan dan kesetaraan tenaga pengasuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Bagian Kedua
Standar Tenaga Kepengasuhan

Pasal 10

(1) Tenaga kepengasuhan terdiri dari :

a. kepala asrama;

b. staf tata usaha asrama,;

C. petugas keamanan;

d. juru masak; dan

€. petugas kebersihan dan pertamanan asrama.

(2) Tenaga kepengasuhan berada di bawah pengelola sekolah

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

dan/atau yayasan dan bertanggung jawab kepada kepala
sekolah dan/atau pimpinan yayasan.

Standar tenaga kepengasuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Rekrutmen, Pengembangan Pengasuh
dan Tenaga Kepengasuhan

Pasal 11

Sekolah/madrasah merekrut  pengasuh dan tenaga
kepengasuhan berdasarkan hasil seleksi dan/atau uji
kelayakan yang diatur lebih lanjut oleh pengelola
sekolah /madrasah.

Setiap pengasuh dan tenaga kepengasuhan diberikan tugas
sesuai bidangnya.

Pengelola Sekolah/Madrasah menetapkan uraian tugas dan
prosedur kerja bagi pengasuh dan tenaga kepengasuhan.
Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan memiliki tingkat
pengalaman dan pelatihan yang cukup.

Setiap pengasuh dan tenaga kepengasuhan memiliki
kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan
pengembangan.

BAB VI g.







BAB VI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

(1) Sekolah/madrasah berasrama harus memiliki asrama yang

terpisah untuk siswa putra dan putri.

(2) Setiap asrama wajib memiliki fasilitas :
ruang belajar;

Perpustakaan dan laboratorium;
perkantoran asrama;

ruang tidur;

ruang dan tempat tinggal pengasuh;
kesehatan;

keamanan;

penerangan dan kelistrikan;
tempat ibadah;

kantin dan koperasi;

dapur dan ruang makan;

air bersih;

- pusat informasi dan komunikasi;
tempat mandi cuci kakus;
olahraga dan kesenian;
aula serba guna dan ruang tamu;
laundry {cuci dan setrika pakaian);
gudang asrama; dan
fasilitas parkir.
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Pasal 13

(1) Lokasi asrama terletak pada tempat yang strategis dan
kondusif serta memiliki lahan yang cukup luas, yang
memberi peluang terhadap pengembangan sarana dan
prasarana pendukung asrama lainnya.

(2) Asrama mampu mengakomodir keperluan peserta didik
untuk belajar, beribadah, beristirahat dan bersosialisasi
dengan penghuni asrama, pengunjung dan masyarakat,

(3) Penempatan penghuni asrama pada setiap kamar harus
memperhatikan ratio jumlah penghuni dengan luas
ruangan.

Pasal 14

(1) Asrama harus memenuhi standar kesehatan dan
kenyamanan bagi penghuni asrama yaitu:

a ruangan asrama harus dilengkapi dengan fasilitas
penerangan yang cukup, hangat, ventilasi udara, bersih,
nyaman dan terawat;

b. memiliki tempat tidur dan perabot yang memadai dengan
ukuran dan jumlah yang cukup; dan

¢. memiliki toilet dan fasilitas mencuci yang memadai dan
dapat dijangkau dengan mudah dari kamar tidur.

(2) Standar kesehatan fasilitas asrama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan petunjuk teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB VII "F







BAB VII
STANDAR PENGELOLAAN ASRAMA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Pengelola Asrama wajib mengelola asrama dengan memenuhi
standar yang sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

(2) Pengelolaan Asrama merupakan kompilasi keseluruhan proses
pelayanan yang diberikan kepada penghuni asrama, yang
meliputi:

. layanan pendidikan;

. layanan administrasi;

. layanan tempat tinggai dan makanan;

- pemeliharaan keamanan dan keselamatan;

layanan kesehatan;

layanan ibadah dan sosial;

- pengawasan dan pelayanan keluhan; dan

. peraturan dan tata tertib asrama.

(3) Pengelolaan sekolah/madrasah berasrama wajib memiliki izin

‘ dari instansi terkait.
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Bagian Kedua
Layanan Pendidikan

Pasal 16

(1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf a, merupakan bagian yang integral dalam tata
kelola asrama yang menjamin terlaksananya seluruh proses
pembelajaran yang diselenggarakan di asrama.

(2) Untuk  menjamin terlaksananya layanan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu menetapkan jadwal
pengasuhan yang terintegrasi dengan pembelajaran dan
aktifitas rutin di lingkungan sekolah berasrama sebagaimana

. dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Ketiga
Layanan Administrasi

Pasal 17

(1) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) huruf b, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari proses tata kelola asrama yang dapat
membantu terlaksananya pelayanan pendidikan secara baik
bagi penghuni asrama.

(2) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. penerimaan dan pendaftaran siswa;
b.layanan perpustakaan;

C. persuratan;

d. dokumen belajar dan ijjazah; dan

e. layanan administrasi lainnya.

(3) Untuk menjamin terlaksananya layanan administrasi
secara baik dilakukan melalui pendayagunaan tenaga

kepengasuhan .F
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kepengasuhan dengan mempedomani prosedur kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Keempat
Layanan Tempat Tinggal dan Makanan

Pasal 18

Layanan tempat tinggal dan makanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf ¢, merupakan bagian dari proses
tata kelola asrama yang menjamin penghuni asrama
memperoleh tempat tinggal yang layak, nyaman dan bersih
serta terpenuhinya kebutuhan pokok (makanan dan minuman)
secara cukup, sehat, bergizi dan halal.

Pasal 19

(1) Tempat tinggal yang layak bagi penghuni asrama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memenuhi
kriteria:

a. kondisi asrama yang nyaman dan kondusif memenuhi
standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal
14;

b. sarana asrama cukup terlindungi dari jangkauan orang
luar;

c. adanya penjagaan terhadap sarana dan prasarana
asrama agar tidak digunakan oleh individu atau
kelompok untuk keperluan lain yang tidak berkaitan
dengan pengasuhan;

d. perangkat pengawasan seperti Closed Circuit Television
(CCTV) tidak digunakan pada area tertentu seperti toilet,
kamar ganti, dan ruang privasi lainnya; dan

e. paling sedikit 3 (tiga) orang pengasuh yang bertugas pada
malam hari dari jam 18.00 sampai dengan jam 07.00 WIB
disetiap asrama sebagai penanggungjawab terhadap
kenyamanan huni peserta didik.

(2) Penyediaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 dengan memenuhi persyaratan:

a. jumlah/porsi yang cukup, memenuhi kebutuhan nutrisi
serta seimbang secara kualitas dan variasi menu;

b.ruang dan peralatan makan cukup memadai dengan
penyimpanan dan penyajian yang bersih; dan

c. adanya pengawasan berkala untuk menjamin penyediaan
makanan yang sehat dan halal melalui kerjasama dengan
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU).

Bagian Kelima
Pemeliharaan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 20

(1) Pemeliharaan keamanan dan keselamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, merupakan
bagian dari proses tata kelola asrama yang dapat menjamin
penghuni asrama untuk memperoleh rasa aman.

(2) Untuk #*







(2)

(1)

(2)

(3)

(4

(1)

Untuk menjamin keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) perlu layanan keamanan dan keselamatan dengan
syarat sebagai berikut:

a. lingkungan asrama, sarana dan prasarana dibangun sesuai
standar, aman dan menjamin keselamatan peserta didik;

b. perawatan  terhadap fasilitas  asrama  dijalankan
sebagaimana mestinya,;

c. pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas asrama dan
penyediaan makanan/minuman;

d. terdapat alat pemadam api disetiap ruang asrama dengan
prosedur pemeliharaan secara berkala;

e. tersedia jalur evakuasi untuk siaga bencana;

f. kesiagaan untuk penanggulangan kondisi-kondisi darurat;

g. terjalinnya kerjasama dengan pihak kepolisian untuk
penanggulangan kondisi darurat sebagaimana dimaksud
dalam huruf f;

h. adanya dokumentasi dan catatan spesifik tentang peserta
didik dan peristiwa yang berpotensi menimbulkan kondisi
darurat;

i. melakukan pendataan terhadap setiap orang yang tinggal di
lingkungan asrama;

j. ruang untuk bertamu dilengkapi dengan alat pemantauan
keamanan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya
tindakan pelecehan, kekerasan atau hal-hal yang
mengancam peserta didik dan penghuni asrama;

k. terdapat petugas penjaga keamanan yang ditunjuk untuk
memonitor setiap sudut asrama; dan

l. penugasan pengasuh untuk melakukan pemantauan dan
koordinasi untuk pemeliharaan keamanan asrama.

Pasal 21

Tenaga pengasuh dan/atau tenaga keamanan tidak
dibenarkan memberikan sanksi atas pelanggaran dengan cara
kekerasan.

Untuk pemeliharaan ketertiban, kenyamanan, keamanan dan
keselamatan tidak dibenarkan menyerahkan sebagian atau
seluruh tugas kepada peserta didik.

Peserta didik yang melakukan kekerasan terhadap sesama
peserta didik baik senior maupun junior dikenai sanksi oleh
kepala sekolah/madrasah.

Sanksi atas pelanggaran dapat berupa:

a. pembinaan;

b. surat peringatan;

c. skorsing; atau

d. dikeluarkan dari sekolah /madrasah.

Bagian Keenam
Layanan Kesehatan

Pasal 22

Layanan kesehatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari proses tata kelola asrama yang dapat
menjamin penghuni asrama untuk memperoleh jaminan
kesehatan, perawatan  kesehatan, dan pemenuhan
lingkungan hidup sehat dan bersih bagi penghuni asrama.

(2) Pengelola £






(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(1)

Pengelola asrama menetapkan kebijakan yang tepat bagi
perawatan peserta didik yang sakit, termasuk pertolongan
pertama, perawatan pada kondisi kritis, bekerja sama
dengan tenaga medis pada layanan gawat darurat dan
menyediakan obat-obatan yang lazim di rumah.

Terdapat ruang perawatan dengan fasilitas yang memadai
dan terpisah dari penghuni asrama yang lain.

Ruang perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memisahkan antara ruang perawatan putra dan putri.
Pelaksanaan perawatan dikelola oleh tenaga medis atau
tenaga profesional yang memiliki kemampuan dasar
perawatan.

Pengobatan dapat juga dilakukan di tempat lain, seperti ke
rumah sakit sekitar, dokter gigi, dokter mata dan spesialis
lainnya bila diperlukan.

Kenyamanan dan hak-hak peserta didik sebagai pasien
dipenuhi sewajarnya.

Pengelola asrama mengupayakan pemeriksaan kesehatan
penghuni asrama secara berkala melalui kerjasama dengan
Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Layanan Ibadah dan Sosial

Pasal 23

Pelayanan Ibadah dan Sosial merupakan pelayanan untuk
menjamin terpenuhinya saranan dan pelaksanaan ibadah
secara baik serta hak-hak sosial bagi penghuni asrama.
Pelayanan ibadah dan sosial secara umum meliputi:

a. penyediaan fasilitas sarana ibadah yang layak dan
nyaman;

b. waktu pelaksanaan ibadah yang cukup;

c. pengaturan waktu dan sarana untuk bertemu dengan
keluarga dan tamu lainnya; dan

d.adanya budaya dan aktifitas sosiai yang diatur secara
baik bagi seluruh warga asrama.

Penyediaan sarana fasilitas ibadah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a menjadi kewajiban yang harus

dipenuhi oleh pengelola asrama sesuai ketentuan Pasal 12

ayat (2) dan pengaturan jadwal waktu pelaksanaan ibadah

termasuk dalam jadwal aktifitas rutin sesuai ketentuan

Pasal 8 ayat (1) peraturan ini.

Pengaturan waktu dan penyediaan sarana untuk pertemuan

dan komunikasi antara peserta didik dengan orang tua/wali

atau tamu harus memenuhi persyaratan:

a. pertemuan dan komunikasi bersifat pribadi dan
kekeluargaan;

b. waktu untuk bertemu orang tua/wali dan jam untuk
bertamu diatur sedemikian rupa sehingga memiliki waktu
yang cukup dan tidak mengganggu pembelajaran; dan

c. terdapat ruang khusus untuk bertamu yang dilengkapi
dengan peralatan pemantau keamanan.

Pasal 24 *{







Pasal 24

Pengelola asrama memantau dan mengawasi orang-orang
disekitar peserta didik selain orang tua/wali, orang-orang mana
yang dihubungi peserta didik di sekolah/madrasah untuk
menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Pelayanan Keluhan

Pasal 25

(1) Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pengelolaan asrama agar pengelolaan asrama memenuhi
standar yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dan
terlaksananya layanan dengan baik, serta terpelihara dan
berfungsinya fasilitas asrama secara optimal.

(2) Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dan terlaksananya
pelayanan dengan baik, perlu melakukan pemeriksanaan
secara berkala terhadap keadaan fasilitas asrama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan
menindaklanjuti setiap keluhan atas layanan dimaksud
sebagaimana mestinya.

(3) Pengawasan terhadap aktifitas penghuni asrama dilakukan
sebagai pengayoman dan harus memenuhi kriteria:

a. adanya hubungan komunikasi yang efektif antara peserta
didik, pengasuh, tenaga kepengasuhan, guru dan tenaga
kependidikan di sekolah/madrasah; dan

b. hanya kepada pengasuh dan tenaga kepengasuhan
diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan
terhadap peserta didik di luar jam sekolah.

(4) Peserta didik/orang tua/wali dan penghuni asrama dapat
menyampaikan pengaduan kepada pengelola asrama apabila
memehuni keluhan yang berkenaan dengan pengelolaan
asrama.

(5) Pengelolaan keluhan yang masuk dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku.

(6) Untuk membantu pelaksanaan tindak lanjut terhadap
pengaduan/ keluhan perlu dibentuk komite kekeluargaan
asrama yang personilnya terdiri dari pengasuh, perwakilan
komite sekolah dan perwakilan peserta didik dari masing-
masing kelas/ tingkatan.

(7) Perselisihan yang terjadi dalam lingkungan asrama dan
segenap pengaduan yang diterima diupayakan agar dapat
diselesaikan secara damai melalui komite kekeluargaan
asrama.

Bagian Kesembilan
Tata Tertib Asrama

Pasal 26

(1) Tata tertib asrama disusun dan dibuat secara tertulis
sebagai buku pedoman tata tertib yang dipatuhi oleh peserta
didik, pegawai dan seluruh penghuni asrama secara
konsisten.

(2) Tata f}f






(2) Tata tertib asrama ditetapkan oleh pengelola asrama dengan
memperhatikan saran dan masukan dari komite
sekolah /madrasah.

(3) Tata tertib asrama harus memenuhi persyaratan:

a. sebagai panduan untuk mengantisipasi/memberantas
perploncoan (bulliying) dan berbagai bentuk kekerasan di
lingkungan asrama serta untuk meningkatkan perilaku
positif peserta didik;

b. mengakomodir kebijakan asrama;

c. memuat sanksi terhadap pelanggaran tata tertib;

d. bersifat mengikat; dan

e. berlaku untuk seluruh peserta didik dan penghuni asrama.

(4) Tata tertib asrama dan sekolah/madrasah sebagaimana
dimakud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Perawatan Fasilitas Asrama

Pasal 27

(1) Pengelola asrama wajib melakukan perawatan terhadap
fasilitas asrama untuk menjamin terpeliharanya dan
berfungsinya fasilitas asrama dengan baik.

(2) Untuk keperluan perawatan dan menjamin terlaksananya
pengelolaan asrama dengan baik, perlu dilakukan
pemeriksaan secara berkala terhadap fasilitas asrama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB VIII
STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 28

(1) Pembiayaan asrama terdiri atas biaya makan, biaya kegiatan
ekstrakurikuler, biaya operasional dan biaya perawatan
asrama.

(2) Pengelola asrama menetapkan standar besaran biaya untuk
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam menetapkan standar biaya makan dan kegiatan
ekstrakurikuler = yang  dibebankan kepada peserta
didik/orang tua wali/wali memperhatikan harga satuan
pemerintah dengan pertimbangan komite
sekolah/madrasah.

(4)Biaya operasional dan perawatan asrama menjadi tanggung
jawab sekolah/madrasah dan Pemerintah.

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian secara berkala

terhadap penyelenggaraan sekolah/madrasah berasrama di
Daerah.

(2) Penilaian







(2) Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh
Walikota.

(3) Walikota  melakukan pembinaan terhadap sekolah
berasrama berupa pemberian penghargaan atas pengelolaan
yang baik sesuai standar pengelolaan yang diatur dalam
Peraturan ini.

(4) Terhadap sekolah/madrasah berasrama yang tidak
melaksanakan ketentuan ini akan dikenakan sanksi
berupa:

a. teguran/peringatan secara tertulis;

b. menghentikan pembinaan terhadap sekolah/madrasah
berasrama;

c. tidak mengeluarkan rekomendasi untuk penilaian
akreditasi; dan

d. pencabutan izin pengelolaan asrama.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan/atau
standar operasional prosedur pelaksanaan dari Peraturan ini
disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Langsa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 Juli 2019 M
6 Dzulqaidah 1440 H

Sr, /:?ALIKOTA LANGSA, [

B ¢ * W A —

AUSMAN ABDULLAH
Diundangkan di Langsa

pada tanggal 9 Juli 2019 M
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SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSQ?

Ll

O
3 W)
SYAHRUTTHAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 786







LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/

MADRASAH BERASRAMA DI ACEH

JADWAL KEGIATAN DIDIK

Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis

Waktu Kegiatan
05.00-06.00 Sholat Subuh dan Baca Alqur’an
06.00-07.00 Olah Raga dan Makan
07.00-07.45 Persiapan Sekolah
07.45-08.00 Apel Pagi
08.00-10.00 Sekolah Pagi
10.00-10.15 Istirahat
10.15-12.15 Sekolah
12.15-13.15 Istirahat Makan dan Sholat
13.15-15.30 Sekolah Siang
15.30-16.00 Pulang Keasrama dan Istirahat
16.00-17.00 Sholat Ashar dan Tilawah
17.00-18.00 Kegiatan Mandiri/ Ekstrakurikuler
18.00-18.30 Mandi
18.30-19.15 Sholat Magrib dan Tilawah/ Bimbingan
19.15-19.45 Makan Malam
19.45-20.00 Sholat Isya
20.00-21.00 Belajar Mandiri
21.00-23.00 Waktu Santai
23.00-05.00 Tidur

Hari Jum’at

Waktu Kegiatan
05.00-06.00 Sholat Subuh dan Baca Alquran
06.00-07.00 Olah Raga dan Makan
07.00-07.45 Persiapan Sekolah
07.45-08.00 | Apel Pagi '
08.00-10.00 Sekolah Pagi
10.00-10.15 Istirahat
10.15-12.15 Sekolah
12.15-13.30 Istirahat Makan dan Sholat Jum’at
13.30-15.30 Kegiatan Ekstrakurikuler
15.30-16.00 Pulang Keasrama dan Istirahat
16.00-16.15 Sholat Ashar
16.15-17.00 Diniyah
17.00-18.00 Kegiatan Mandiri
18.00-18.30 Mandi
18.30-19.15 Sholat Magrib dan Baca Alqur’an
19.15-19.45" Makan Malam
19.45-20.00 Sholat Isya
20.00-20.30 Bimbingan/Ceramah Keagamaan
20.30-21.00 Belajar Mandiri
21.00-23.00 | Waktu Santai
23.00-05.00 Tidur
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LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/
MADRASAH BERASRAMA DI ACEH

STANDAR KOMPETENSI PENGASUH

NO KOMPETENSI INTI INDIKATOR
1 | Kompetensi Pedagogik 1.1 Menguasai teori dan praktek pendidikan sesuai
bidangnya
1.2 Memahami konsep dasar pengasuhan
2 | Kompetensi Kepribadian | 2.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2.2 Rajin beribadah dan menjalankan ajaran Islam
2.3 Mampu menyelaraskan perilaku dengan sistem
dan prosedur yang ada
2.4 Memiliki taraf kecerdasan minimal rata-rata
2.5 Mampu menanggapi kejadian secara proposional
2.6 Memiliki stabilitas emosi
2.7 Mampu mengendalikan diri
2.8 Sehat jasmani dan rohani
2.9 Memiliki kemauan tinggi dan pantang menyerah
2.10 Memiliki sikap dan perilaku keteladanan
2.11 Memiliki sikap peka dan perhatian terhadap anak
2.12 Mampu melakukan introspeksi dan mawas diri
2.13 Mampu mengambil resiko dan tujuan yang lebih
baik
3 | Kompetensi Sosial 3.1 Mampu membangun komunikasi yang efektif
dengan peserta didik
3.2 Mampu beradaptasi dan mengadakan relasi sosial
dalam pengasuhan
3.3 Mampu bekerjasama
4 | Kompetensi Profesional | 4.1 Mampu memberikan arahan dan bimbingan
4.2 Mampu melakukan arahan, monitoring dan
evaluasi serta tindaklanjut dalam pelaksanaan
progam pengasuhan
4.3 Mampu melakukan bimbingan dan konseling
dalam rangka pengembangan karakter dan
kepribadian anak didik
4.4 Mampu mengelola aktivitas pengasuhan dan
hubungannya dengan unit kerja lain
4.5 Mampu memprediksi hasil, manfaat, dampak dari

setiap aktivitas yang dijalankan dalam pengasuhan
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LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN SEKOLAH/
MADRASAH BERASRAMA DI ACEH

STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEPENGASUHAN

NO | NAMA JABATAN KOMPETENSI INTI INDIKATOR
1 2 3 4
1 | Kepala Asrama | 1.1 Kompetensi Kepribadian | 1.1.1 Memiliki Integritas
1.1.2 Memiliki Akhlak Mulia dan

Keteladanan

1.1.3 Mengelola Konflik
1.1.4 Memiliki Etos Kerja
1.1.5 Mengendalikan Diri
1.1.6 Memiliki Rasa Percaya Diri
1.1.7 Memiliki Kedisiplinan
1.1.8 Memiliki  Kreativitas dan
Inovasi
1.1.9 Memiliki Tanggung jawab
1.2 Kompetensi Sosial 1.2.1 Memiliki Empati dan
Toleransi
1.2.2 Memiliki Jiwa Tolong
Menolong
1.2.3 Bekerjasama Dalam Tim
1.2.4 Memiliki Kesadaran
Berorganisasi
1.2.5 Berkomunikasi Efektif
1.2.6 Membangun Hubungan Kerja
1.3 Kompetensi Manajerial 1.3.1 Mampu Memimpin,
Mengawasi dan
Mengendalikan Manajemen
Asrama
1.3.2 Mampu Memimpin
Penyelenggaraan Adm.
Pengasuhan
1.3.3 Mampu Memimpin
Mengawasi, dan
Mengendalikan  Pembinaan
Personil, Keuangan dan
Logistik
1.3.4 Menyusun Program dan
Laporan Kerja
1.3.5 Membina Staf
1.3.6 Mengambil Keputusan
1.3.7 Mengoptimalkan
Pemanfaatan Sember Daya
1.3.8 Mengelola Konflik
1.4 Kompetensi Teknis 1.4.1 Mampu Melaksanakan
Bimbingan dan Konseling
1.4.2 Mampu Melakukan Evaluasi
Sistem Pengasuhan
1.4.3 Menggunakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

2. Staf ...




2 3 4
Staf Tata Usaha | 2.1 Kompetensi Kepribadian | 2.1.1 Memiliki Integritas dan
Akhlak Mulia
2.1.2 Memiliki Etos Kerja
2.1.3 Mengendalikan Diri
2.1.4 Memiliki Rasa Percaya Diri
2.1.5 Memiliki Fleksibilitas
2.1.6 Memiliki Ketelitian
2.1.7 Memiliki Kedisiplinan
2.1.8 Kreatif dan Inovatif
2.1.9 Memiliki Tanggung jawab
2.2 Kompetensi Sosial 2.2.1 Bekerja sama Dalam Tim
2.2.2 Memiliki Kesadaran
Berorganisasi
2.2.3 Berkomunikasi Efektif
2.2.4 Membangun Hubungan
Kerja
2.2.5 Memberikan Layanan Prima
2.3 Kompetensi Teknis 2.3.1 Melaksanakan Administrasi
Kepegawaian, Keuangan,
Sarana Prasarana, Surat
dan Kearsipan, Kehumasan
dan Pengelolaan Penghuni
Asrama
2.3.2 Menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Petugas 3.1 Kompetensi Kepribadian | 3.1.1 Memiliki Integritas dan
Keamanan Akhlak Mulia
3.1.2 Memiliki Etos Kerja
3.1.3 Mengendalikan Diri
3.1.4 Memiliki Rasa Percaya Diri
3.1.5 Memiliki Fleksibilitas
3.1.6  Memiliki Ketelitian
3.1.7 Memiliki Kedisiplinan
3.1.8 Kreatif dan Inovatif
3.1.9 Memiliki Tanggung jawab
3.2 Kompetensi Sosial 3.2.1 Bekerja sama Dalam Tim
3.2.2 Memiliki Kesadaran
Berorganisasi
3.2.3 Berkomunikasi Efektif
3.2.4 Membangun Hubungan
Kerja
3.2.5 Memberikan Layanan Prima
3.3 Kompetensi Teknis
3.3.1 Menguasai Kondisi 3.3.1.1 Mengenal Peta Wilayah

Keamanan Asrama

Asrama Dengan Baik

3.3.1.2 Memanfaatkan Peta Wilayah

Asrama Untuk Kepentingan
Keamanan

3.3.2 Mengusai Teknik
Pengamanan Asrama

3.3.2.1

Menguasai Teknik Bela Diri

3.3.2.2 Merespon Peristiwa Dengan

Cepat

3.3.3 Menerapkan ...







3

4

3.3.3 Menerapkan Prosedur
Operasi Standar
Pengamanan Asrama

3.3.3.1 Membuat Dokumen Catatan
Tentang Keamanan Asrama

3.3.3.2 Melakukan Tindakan
Pengamanan

3.3.3.3 Menggunakan Peralatan
Keamanan

3.3.3.4 Menyampaikan Laporan

Sesuai Dengan Tugasnya

Juru Masak

4.1 Kompetensi Kepribadian | 4.1.1 Memiliki Integritas dan
Akhlak Mulia
4.1.2 Memiliki Etos Kerja
4.1.3 Mengendalikan Diri
4.1.4 Memiliki Rasa Percaya Diri
4.1.5 Memiliki Fleksibilitas
4.1.6 Memiliki Ketelitian
4.1.7 Memiliki Kedisiplinan
4.1.8 Kreatif dan Inovatif
4.1.9 Memiliki Tanggung jawab
4.2 Kompetensi Sosial 4.2.1 Bekerja sama Dalam Tim
4.2.2 Memiliki Kesadaran
Berorganisasi
4.2.3 Berkomunikasi Efektif
4.2.4 Membangun Hubungan
Kerja
4.2.5 Memberikan Layanan Prima

4.3 Kompetensi Teknis

4.3.1 Mampu Memilih
Bahan Makanan Dan
Minuman

4.3.1.1 Mengetahui Jenis Bahan
Makanan

4.3.1.2 Memilih Bahan Makanan
Sehat

4.3.1.3 Menyediakan Bahan

Makanan Dan Minuman

4.3.2 Mampu Mengolah
Makanan Dan
Minuman

4.3.2.1 Mengetahui Cara
Pengolahan Makanan Dan
Minuman

4.3.2.2 Membuat Variasi Menu
Makanan Dan Minuman

Sehat

4.3.2.3 Menyajikan Makanan Dan
Minuman

4.3.2.4 Menggunakan Peralatan
Masak

4.3.2.5 Memelihara Peralatan Masak

4.3.3 Menjaga Kebersihan
Dapur Dan Ruang
Makan

4.3.3.1 Mewujudkan Kebersihan
Dapur Dan Ruang Makan

4.3.3.2 Memelihara Kebersihan
Dapur Dan Ruang Makan

Petugas
Kebersihan

5.1 Kompetensi Kepribadian

5.1.1 Memiliki Integritas dan

Akhlak Mulia

5.1.2 Memiliki Etos Kerja

5.1.3 Mengendalikan Diri

5.1.4 Memiliki Rasa Percaya Diri

5.1.5 Memiliki Fleksibilitas

5.1.6 Memiliki Ketelitian

5.1.7 Memiliki ...







3 4

5.1.7 Memiliki Kedisiplinan

5.1.8 Kreatif dan Inovatif

5.1.9 Memiliki Tanggung jawab

5.2 Kompetensi Sosial 5.2.1 Bekerja sama Dalam Tim

5.2.2 Memiliki Kesadaran
Berorganisasi

5.2.3 Berkomunikasi Efektif

5.2.4 Membangun Hubungan
Kerja

5.2.5 Memberikan Layanan Prima

5.3 Kompetensi Teknis

5.3.1 Menguasai Teknik- 5.3.1.1 Menggunakan Peralatan
teknik Kebersihan Kebersihan
5.3.1.2 Memelihara Peralatan
Kebersihan
5.3.2 Menjaga Kebersihan 5.3.2.1 Mewujudkan Kebersihan
Asrama Asrama
5.3.2.2 Memelihara Kebersihan
Asrama

5% 4¥ALIKOTA LANGSA,
_(——-cha_—'———
\

£ USMAN ABDULLAH




ey



o uedueny p

‘Buers 1semuoa ueyderouow

ueduop I1BjuB] SBN] WEP 9,C [BWIUIW ISB[IUIA Fueqn] INIuuow snrey Oy J1oq epr Sued ueduen: ynjun °
‘ueduena rejue] SeNn LIep 9,01 Neje 01 /1 eAudueiny-gueinas emey sueqny/eopuaf Iep ISB[UIA YISIaq seny *
3[0ep/w Gz‘0-S1°0 : ISe[HudA nfef uedusp Juero/Jiusul /¢w €870

L2

BIEBpN UBIBNNMY] (¢

‘JBIBAS IyNUaWoW SUeA ISB[IJUIA WIISIS *
uep ‘unyel/ ey (enp) g yiporrad BIB9S UBNNEIP SUISUIP UBYISIAqUIY]

{(dwnd wnovoa) edurey eduwod

neje yeseq [od urey uexeungduow uedudp 1rey a1os uep 13ed eped uenye[p ueduens UeNYISIdQUOW UBIBISIY
g /3w G1°Q wel g 19 (810} nqaQ

(Sl

@ Q

ngaq (¢

‘ueduens seuewad uesyundduow nirad H,81> Jen| BIEPN NYyns eg -

uep qip ‘urdue sedy ‘Qy 11adas viepn ejeuad jere ueyeungdduow nad O,87< BIBPN NYNs eng °
w ‘g Tewrruru rejuel Lrep jiguer-jiduel d3u,

%09-%0t ‘0.8C-0.81

L o

uBqRqUIORY UBp nUNg (I
uedueny] BIepn

‘uelny wIsnw Uep NeJBWIy] WISNW NJreA unyelas ey (enp) g rewrruil WnLIojeIoqe|

esyuIadIp 3njun ynelis) uerdy neje uedundweuad seq ‘1oquns eped yrsiaq Jre (oduwes uenqueduad uesnyeng
uep ‘I30[0LId) B UBDP BIWIY ‘YIST ueIiewWaduad LIep seqaq sniey BAUISNLIISIP BUBIBS UBD YISIaq IIe Joquing
‘ueedidiod walsts ueyeund3uow snIey yisiaq JIre 1Isnqrisicq

‘uejeyesay] uejereisiad iynudwow e33uryas

ye[orp ye[dl Sued ure] Jaquns neje yeuel JB BIqUWNS ‘WNUIN JIY UBBYBSNIdJ WIEP y9djorddip yIisioq JIy

S S -

o

yIsIog Iy

g

AVANV.LS

NVIV3N

ON

VIAVASVY SVLITISVA NV.LVHASHY JdVANVLS

HHOV Id VIAVISYIHI HYSVIAVIA

/HVIOMNES NVVIVOONATIANAd JVANVLS DNV.INAL
610C NNHVL JONWON

VSONVT VLOMI'TVM NVINLVIHd

: Al NVIIdINV'T







A Sl

HVTINAgV NVIASN ¢~

S vsonvi 50%45@‘ \Kv

QT TewISyeW

uep 4:] [ewnui njreA ewesse runyduod yermwml ones ue3udp IBNSIS UBP IBPBWOW SNIBY J9[I0} yerwnpy °q
uep ‘uequel uep [9Esem ueduap dex3uonp SueA Jor0) INIWAW Snrey vwelse denog ‘B 1910,
zwr g€, - emil aod ueduena uesen| Jepuels ynjun sejeq duequiy "y
uep ‘rejue seny 1ex)q /1 [ewnur BABYEO BAUNNSBW JNjun Boey sB[a8 Surpurp neje 1sny-1sp| ‘efopual seny ‘8
{1000q 3epn uep jeny deyy  J
Tejuel LBp W (G‘g [ewrurm uerddunoy ‘Sueid) BuIeMIdq UBp UIsiaq “9eny jiduel-jidue] 9
{re depoy ueA
ueyeq Lrep jenqial Je uexsad euaxial nreres Sued Sursurp ueesinuad ‘Sueld) BUIEMIdq UBRD YISIdq SUIpui(] ‘p
‘Sueio/¢cw (1 rewrurw erepn uexpedepusw runyduad denog o
grsxaq uep uror yepn ‘ejer ueesnuurad ‘are depoy ‘yeny Sued ueyeq LIEp }BNqI9d) reyue] ‘q
‘UBBB[909Y uBp ueleyasay uendduesd vAurpelio) uejun{unwow yepn uep yisiaq ‘ereynadia) 9eny ueundueqg ‘e| urunSueqg uep uefueny
‘neq uBq[NguUIUIwW
depn uep Jeoue] ueduop Jrpedusw jedep Jred yequn ‘dniniio) ‘are depoy snaey Jred yequi ueinfes ‘p
Jereds rynuowow ueA erejuowes Yedwes ueyndwnguad jeduis) vIpasiog, o
‘yesidia) dued yeduwres jedwo) 1p Sunduwrejip yeseq yedwes uep 3urroy yeduwres ‘q
‘dninuad uep yedwres jedwa) ueduop idex3uanp snrey eweise denag ‘e yequiry
“eAuueynjuniad rensas
SEJISUIUI DI[IUIW UBD UBNE[SIY ueynquiuow xepn Jede uexedednip uejeng undneuwr wee ueeAeyedusd ‘p
- uep 1002-SLS9-€0 INS eped noeduow
ueduap [BwIulu BARYRO seyisuajul ueyequreuad ‘yiqor ueeleyeouad ueyninquow Suek njuolio) ueduens vped -0
XNT 00€-0Gg Tewey weep eoequow ynjun (ndurey) uejenq ueeleyeouad Iepuels ‘q
XNT Q01 [ewruIw BAeyed SBIISUd)u] ‘e uedueny] ueeAByBoUudd
rporrad BIROIS DV BIBPN 193]} /UB3ULIes UBNUISIOQUIIN ‘9
uep ‘urdue sedn] ueduop neje epusf uep nurd Ynines eNquiow BIBd UeSUIp YeIWE[E BIBIIS BIBPN
uenuesiad uespedepuswr ueseAlednip uep yipourad BIBJIS uUBNHEWIP SNIey Oy ueyeungguow Sued uedueny ‘p

€




L =




